
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab sebelumnya, disimpulkan 

beberapa hal, sebagai berikut: 

1. Pemalsuan dokumen saat pendaftaran dalam konteks pemilu, baik yang 

dilakukan oleh calon peserta atau pihak terkait, termasuk tindakan 

pelanggaran terhadap kode etik dan Undang-Undang Pemilu. Pemalsuan 

dokumen dianggap sebagai pelanggaran kode etik karena bertentangan 

dengan prinsip-prinsip integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang 

harus dipegang oleh peserta atau calon dalam pemilu. Kode etik pemilu 

mengharuskan seluruh peserta pemilu untuk berperilaku sesuai norma 

dan menjaga kredibilitas proses pemilu. 

2. DKPP berpendapat bahwa benar Teradu adalah calon Anggota DPRK Dapil 

Aceh Selatan 2 dari Partai Aceh yang dibuktikan dengan tercantumnya 

nama Teradu dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan 

Nomor 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 serta Perolehan suara Teradu 

yang tercantum dalam lampiran Keputusan Nomor: 

290/HK.03.1/1101/KIPKab/V/2019 ditetapkan di Tapaktuan tanggal 6 

mei 2019 dimana Teradu memperoleh suara sejumlah 525 Suara yang 

tersebar pada Kecamatan Meukek 54 suara dan Kecamatan Sawang 468 

suara. Teradu terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara 

Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf i 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi 

“mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 

5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon”. Dengan demikian dalil 

aduan Para Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan 

DKPP. Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Penyelenggara Pemilu. Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 117 

ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 6 ayat (2) 

huruf a, huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf f, Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 
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Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. 

3. Putusan No. 32 PKE DKPP II 2024 mencerminkan prinsip-prinsip 

siyasah dusturiya, yang menekankan pada pentingnya keadilan, 

transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. 

Dalam konteks ini, DKPP menegaskan perlunya menjaga integritas 

lembaga penyelenggara pemilu dan melindungi hak-hak pemilih. 

Keputusan tersebut menyoroti pentingnya dialog dan musyawarah 

dalam menyelesaikan sengketa pemilu, menciptakan ruang bagi 

penyelesaian masalah secara damai. Siyasah dusturiya berperan 

sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap tindakan dalam 

proses pemilu sesuai dengan norma hukum dan demi kepentingan 

publik, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi pemerintah 

yang terpilih. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, direkomendasikan beberapa 

saran, sebagai berikut: 

1. Rekomendasi Akademis 

Studi ini terbatas pada pendekatan siyasah dusturiyah dalam 

mengurai dan menganalisis putusan DKPP terhadap praktik pelasuan 

surat pernyataan yang dianggap sebagai pelanggaran kode etik bagi 

anggota KPU. Pada penelitian lanjutan, putusan DKPP dalam studi ini 

juga bisa dianalisis menggunakan pendekatan pidana khusus yang 

menganalisis persinggungan antara hukum kepemiluan dan tindak 

pidana khusus. 

2. Rekomendasi Praktis 

Secara praktis, hasil studi ini merekomendasikan adanya 

peningkatan kehati-hatian dan ketelitian tim seleksi Bawaslu dalam 
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